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KATA PENGANTAR 
Hukum laut internasional adalah seperangkat norma hukum yang mengatur 
hubungan hukum antara negara pantai atau yang berhubungan dengan pantai, 
yang terkurung oleh daratan dan atau organisasi maupun subyek hukum 
internasional lainnya, yang mengatur mengenai kedaulatan negara atas laut, 
yuridiksi negara dan hak-hak negara atas perairan tersebut. Hukum laut 
internasional mempelajari tentang aspek-aspek hukum dilaut dan peristiwa-
peristiwa hukum yang terjadi di laut. 
Perjuangan Indonesia di bidang hukum laut tidak saja menghasilkan 
pengakuan universal terhadap konsepsi negara kepulauan (archipelagic state 
principle), tetapi telah membantu tercapainya kedudukan negara pantai yang 
secara menyeluruh lebih kuat terhadap negara maritim daripada di masa-masa 
sebelumnya. 
Sehingga, bagi Indonesia sebagai negara yang berbentuk kepulauan, 
keberadaan pulau-pulau kecil terluar tersebut memiliki nilai strategis yang sangat 
penting karena berdasarkan UNCLOS 1982 pulau-pulau kecil terluar tersebut 
digunakan sebagai titik dasar dari garis pangkal kepulauan Indonesia dalam 
pengukuran dan penetapan batas wilayah negara Indonesia dengan negara 
tetangga terutama dalam pengukuran dan penentuan batas wilayah perairannya. 
Strategi pengelolaan pulau-pulau terluar Indonesia oleh pemerintah sebagai 
wujud implementasi normatif dari UNCLOS 1982, pemerintah Indonesia 
menuangkan pengaturan mengenai pengelolaan dan pengamanan pulau terluar 
Indonesia ini dalam Peraturan Presiden No. 78 Tahun 2005 yaitu tentang 
Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar dan Peraturan Pemeintah No. 62 Tahun 
2010 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Terluar. 
. 
Walaupun pemerintah sudah mengeluarkan beberapa peraturan nyatanya 
masih banyak pulau-pulau terluar Indonesia yang masih terlantar, dari 111 pulau 
yang berada titik terluar wilayah Indonesia, 67 diantaranya berbatasan langsung 
dengan negara tetangga, dari 67 pulau tersebut hanya 28 pulau yang berpenduduk 
sementara 39 lagi masih kosong. Contohnya: pulau Alor yang berbatasan dengan 
Timor Leste, pulau Miangas yang berbatasan dengan Filiphina, dan masih banyak 
lagi. Negara kita telah berumur 72 tahun sudah banyak perjanjian batas maritim 
yang disepakati oleh negara tetangga, tetapi tidak sedikit juga permasalahan yang 
masih harus sesegera mungkin diselesaikan. Oleh karena itu kelautan harus 
mendapat perhatian serius dari pemerintah, karena masih banyak permasalahan 
batas maritim yang belum terselesaikan. Negara Kepulauan Indonesia yang 
memiliki posisi strategis menuntut adanya kekuatan kelautan yang dapat 
menjamin terciptanya situasi dan kondisi yang kondusif bagi seluruh kegiatan 
kelautan. 
Dalam skripsi ini dibahas tentang kedudukan pulau-pulau kecil terluar 
Indonesia di “mata” Hukum Laut Internasional serta peran pemerintah dalam 
mengelola, menjaga, dan memanfaatkan pulau-pulau kecil terluar Indonesia yang 
menjadi dasar pengukuran garis kepulauan Indonesia. Sehingga membentuk suatu 
wilayah laut Teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
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ABSTRAK 
Skripsi ini dibahas tentang kedudukan pulau-pulau kecil terluar Indonesia 
dalam perspektif Hukum Laut Internasional serta peran pemerintah dalam 
mengelola, menjaga, dan memanfaatkan pulau-pulau kecil terluar Indonesia yang 
menjadi dasar pengukuran garis kepulauan Indonesia. Sehingga membentuk 
suatau wilayah laut Teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kedudukan 
dan peran pemerintah dalam mengelola pulau-pulau kecil terluar yang dimaksud 
adalah tanggung jawab Negara dalam melindungi pulau-pulau kecil terluar yang 
secara kedudukannya dalam perspektif Hukum Laut Internasional menjadi titik 
dasar dalam penarikan garis pangkal kepulauan Indonesia. Di Indonesia sudah 
banyak peraturan peundang-undangan yang mengatur secara khusus mengenai 
pulau-pulau terluar tetapi masih banyak sengketa laut terutama yang menyangkut 
kepulauan. Sehingga apakah tanggung jawab tersebut hanya sebatas peraturan saja 
atau dalam bentuk kerja nyata ? 
Pulau-Pulau Kecil Terluar Indonesia jangan dianggap sebelah mata karna 
PPKT tersebut  sebagai titik central dalam menentukan laut teritorial Indonesia  
dan sebagai “patok” keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
Dalam skripsi ini juga melihat pada kasus sengketa yang ada, serta prinsip 
pengelolaan pulau-pulau kecil terluar oleh pemerintah. Dengan melihat hal 
tersebut, penulis menjadikan hal tersebut sebagai batu pijakan untuk menganalisis 
prinsip pengelolaan pulau-pulau kecil terluar Indonesia serta kedudukan PPKT 
tersebut dalam perspektif Hukum Laut Internasional. 
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